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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM 
KEPALA DAERAH1 

Oleh : Jesis Priscilia Kurniawan2 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untukmengetahui apa dasar hukum wewenang 
Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian 
sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 
di Indonesia dan bagaimana efektifitas 
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 
sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.  
Dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif, disimpulkan: 1.Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk memutuskan perselisihan 
tentang pemilihan umum, terdapat beberapa 
ayat yang membahas mengenai sampai dimana 
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 
penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala 
Daerah yang telah termuat dalam Pasal 157 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 
menjadi dasar hukum wewenang Mahkamah 
Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil 
Pemilukada di Indonesia. 2. Dalam menangani 
sengketa Pemilukada, Mahkamah Konstitusi 
sebagai lembaga yang menaungi dan mengadili 
tahap pertama dan tahap akhir dinilai belum 
efektif. Bercermin dari sengketa Pemilihan 
Kepala Daerah di Kabupaten Irian Jaya, Papua 
dalam implementasinya sengketa yang 
dimohonkan berawal dari 23 Mei 2017 telah 
dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk 
disengketakan yang merupakan salah satu 
tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai 
lembaga penyelesaian perselisihan Pilkada, dan 
selesai (ein vonis) pada tanggal 29 Agustus 2017 
dinilai terlalu lama, padahal idealnya menurut 
peraturan perundang-undangan hanya 45 
(empat puluh lima) hari kerja, sebagaimana 
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menurut Peraturan Peraturan Perundang-
undangan yang baru Pada Pasal 157 ayat (8) 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dari 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil 
Walikota. 
Kata kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, 
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala 
Daerah 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Demokrasi merupakan perwujudan 
masyarakat Indonesia berpedoman pada 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, mencerminkan 
kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat 
dilaksanakan menurut Undang-Undang.3 
Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi sistem 
Negara Republik Indonesia dalam menentukan 
tatanan jalannya Pemerintahan di Indonesia, 
baik Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan 
Wakil Presiden, dan Kepala Daerah tingat 1 
(satu) dan daerah tingkat 2 (dua).  

Khususnya dalam hal ini, Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, yaitu : Gubernur dan Wakil 
Gubernur untuk daerah tingkat 1 (satu), dan 
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, 
Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan 
Wakil Walikota untuk daerah tingkat 2 (dua) 
yang regulasinya diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang. Melihat 
masih banyaknya polemik sengketa Pemilu 
Kepala Daerah yang terjadi masih hangat untuk 
di bahas, adapun dalam kewenangannya 
kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK) 
Republik Indonesia menjadi wadah dalam 
penyelesaian sengketa dalam   berjalannya 
Pemilihan Kepala Daerah. 

Dalam perkembangannya, Mahkamah 
Konstitusi (MK) banyak dibentuk di negara-
negara yang mengalami proses demokratisasi, 
transisi dari rezim yang otoriter menuju negara 
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demokratis.4 Pada titik ini, keberadaan 
Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilihat 
sebagai perwujudan prinsip negara demokrasi 
berdasarkan hukum.5  

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan 
salah satu lembaga negara yang melakukan 
kekuasaan kehakiman guna menegakkan 
hukum dan peradilan. Berdasarkan pasal 24C 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 yang menyatakan “Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya final 
untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai 
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum.” 6  

Dapat disimpulkan bahwa  kewenangan 
Mahkamah Konstitusi  (MK) adalah berkenaan 
dengan kekeliruan perhitungan suara yang 
ditetapkan secara nasional, sepanjang 
mempengaruhi terpilihnya calon atau pasangan 
calon, atau mempengaruhi perolehan kursi 
partai politik. Perkara pelanggaran Pemilu yang 
bersifat pidana merupakan kewenangan badan 
peradilan umum dan pelanggaran administratif 
menjadi kewenangan pengawasan dan 
penyelenggara.7 

Melihat wewenangnya kelembagaan 
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian 
sengketa Pilkada secara yuridis diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Mahkamah Konstitusi, namun dalam hal ini 
tidak diatur secara jelas, melainkan lebih 
terperinci secara hirarkis diatur dalam 
peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) itu 
sendiri. Dalam prakteknya mengenai 
penanganan sengketa Pemilukada dinilai belum 
terlalu efektif saat ini, bercermin dari sengketa 
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Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Intan 
Jaya, Papua dalam implementasinya sengketa 
yang dimohonkan berawal dari 23 Mei 2017 
telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi 
untuk disengketakan yang merupakan salah 
satu tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai 
lembaga penyelesaian perselisihan Pilkada, dan 
selesai (ein vonis) pada tanggal 29 Agustus 2017 
dinilai terlalu lama, padahal idealnya menurut 
peraturan perundang-undangan hanya 45 
(empat puluh lima) hari kerja, sebagaimana 
menurut Peraturan Perundang-undangan yang 
baru Pada Pasal 157 ayat (8) Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dari Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 
sehingga memunculkan pertanyaan tentang 
elektabilitas kelembagaan Mahkamah 
Konstitusi dalam penyelesaian sengketa 
Pemilukada. 

Akuntabilitas dan elektabilitas Mahkamah 
Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pada 
cerminan sebelumnya juga menimbulkan 
polemik tersendiri, melihat waktu yang 
terselenggara dalam penyelesaian sengketa 
diatas, mengakibatkan kemunduran demokrasi 
yang terjadi di daerah Intan Jaya, Papua, terkait 
integritas dari Pemilihan Kepala Daerah. 

Dalam hal ini, melalui pendekatan desktriptif 
kualitatif menemukan bahwa beberapa 
persoalan yang mempengaruhi efektifitas 
penyelesaian sengketa Pemilukada di 
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sifat 
Mahkamah Konstitusi yang sentralistik 
menimbulkan masalah access to justice 
mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang sangat luas, jumlah hakim yang 
hanya sembilan orang, waktu penyelesaian 
yang singkat serta perluasan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui 
putusannya.8 

 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Apa dasar hukum wewenang Mahkamah 

Konstitusi dalam penyelesaian sengketa 
hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di 
Indonesia? 
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2. Bagaimana efektifitas kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam sengketa 
Pemilihan Umum Kepala Daerah? 

 
C. METODE PENELITIAN 

Dalam penulisan ini menggunakan metode 
penelitian normatif yuridis, yaitu bahan-bahan  
yang dikumpulkan dengan dilakukannya studi 
kepustakaan.  

 
PEMBAHASAN 
A. Dasar Hukum Wewenang Mahkamah 

Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa 
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di 
Indonesia 
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman, disamping 
Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini 
berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada 
prinsip umum  penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 
kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan 
hukum dan keadilan.  

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk: 
a.  Menguji Undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

c. Memutus pembubaran partai politik; 
d. Memutus perselisihan hasil pemilihan 

umum; dan 
e.  Memberikan putusan atas pendapat DPR 

bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden 
diduga telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya, atau perbuatan tercela, 
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.9 
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Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi 
adalah deklaratoir dan konstitutif, dimana 
putusan deklaratoir menciptakan suatu 
keadaan yang sah menurut hukum dan putusan 
konstitutif menghilangkan suatu keadaan dan 
menciptakan keadaan hukum baru. Dalam 
pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar, maka pada saat mengabulkan 
permohonan merupakan putusan yang 
menyatakan keadaan yang sah menurut 
hukum, sekaligus putusan tersebut meniadakan 
suatu keadaan hukum, dan menciptakan 
keadaan hukum yang baru.10 

Mahkamah Konstitusi yang dimana memiliki 
fungsi dan kedudukan sebagai pengawal 
konstitusi, menjamin terselenggaranya 
kehidupan bernegara secara bertanggung 
jawab berdasarkan kehendak rakyat dan cita-
cita demokrasi. Oleh karena itu, Mahkamah 
Konstitusi harus mengawal konstitusi dengan 
menjaga agar asas-asas Pemilu dijalankan di 
dalam proses Pemilukada tidak hanya 
persoalan perselisihan angka yang ditetapkan 
KPU, melainkan akan menggali kebenaran dan 
keadilan materiil, dengan menilai apakah 
pelanggaran Pemilukada dilakukann secata 
sistematik, massif, dan signifikan yang akan 
mempengaruhi hasil akhir Pemilukada.11 

 
B. Efektifitas kewenangan Mahkamah 

Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan 
Umum Kepala Daerah 
Pemilihan umum kepala daerah pada tahun 

2017 merupakan proses Pilkada serentak yang 
kedua pasca terselesaikannya proses Pilkada 
serentak pada tahun 2015. Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) menyelengarakan Pilkada 
serentak pada 101 daerah baik daerah tingkat 
Provinsi, Kabupaten dan Kota pada tahun 2017. 

 Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 
telah memasuki tahap akhir, yakni penetapan 
hasil pemilihan, dengan demikian tahap berikut 
tinggal pelantikan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. Namun, bagi daerah yang masih 
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tidak dapat menerima penetapan hasil itu 
dapat mengajukan perselisihan hasil Pilkada di 
Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota telah memberikan ruang 
bagi peserta Pilkada 2017 mengajukan 
Perselisihan Hasil kepada Mahkamah Konstitusi 
dengan beberapa persyaratan seperti terkait 
lama waktu pengajuan permohoanan sengketa 
Pilkada dan ambang batas suara sengketa hasil 
Pilkada.  

Adapun pengajuan terhadap 
sengketa/perselisihan hasil Pilkada diajukan 
kepada Mahkamah Konstitusi selama belum 
dibentuknya badan peradilan khusus yang 
mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada 
sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1) 
hingga ayat (4) Kemudian dalam pengisian 
jabatan pemerintahan di daerah, diatur dalam 
Undang-Undang Pilkada. Pengajuan 
permohonan ini pun tidak serta merta tanpa 
syarat, melainkan dibatasi dengan aturan main 
yang saklek. Diantaranya yaitu terkait tentang 
siapa pemohon, daluarsa waktu permohonan, 
dan syarat ambang batas selisih suara 
permohonan. 

Dari 101 daerah yang menyelenggarakan 
Pilkada secara serentak pada tahun 2017, sejak 
dilakukan penetapan hasil Pilkada Serentak 
oleh komisi pemilihan umum di beberapa 
daerah baik ditingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota, tercatat adanya 53 
permohonan perselisihan hasil Pilkada serentak 
2017 yang diterima dan telah diputus oleh 
Mahkamah Konstitusi baik pada putusan 
sela/dismissal (pemeriksaan pendahuluan) 
maupun putusan akhir. 

Meskipun permohonan yang diajukan 
kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak 53 
Permohonan, namun jika dilihat berdasarkan 
daerahnya, hanya terdapat 48 daerah yang 
bersengketa. Hal tersebut dikarenakan, 
terdapat beberapa daerah diajukan lebih dari 
satu kali oleh pasangan calon yang berbeda 

Berdasarkan data yang terdapat dalam  
Permohonan Sengketa Hasil Pilkada di 
Mahkamah Konstitusi Tahun 2017, kabupaten 
dan kota di Propinsi Aceh dan Papua 
merupakan daerah yang paling banyak 
mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. 
Hal ini dikarenakan, dua provinsi ini memang 
miliki daerah yang cukup banyak 

menyelenggarakan Pilkada serentak 2017. 
Propinsi Aceh, menyelenggarakan Pilkada di 20 
Kabupaten/Kota dari jumlah 23 
Kabupaten/kota yang ada. Sementara Papua 
diikuti oleh 11 Kabupaten/Kota dari 29 
Kabupaten/Kota.12 

Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala 
Daerah Tahun 2017 ini, Provinsi Papua menjadi 
provinsi yang penyelenggaraan Pilkada 
terbanyak digugat ke Mahkamah Konstitusi. 
Terdapat 13 permohonan teregistrasi oleh 
Mahkamah Konstitusi dari 9 daerah di Provinsi 
Papua, yakni Kabupaten Dogiyai, Kabupaten 
Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten 
Mappi, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten 
Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten 
Kepulauan Yapen, serta Kota Jayapura.13 

Adapun dari 53 permohonan perselishan 
hasil Pilkada 2017, dalil yang disampaikan para 
pemohon diklasifikasikan kedalam 7 kategori, 
yang pertama, dalil yang paling banyak 
disampaikan oleh para pemohon yakni terkait 
Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) 
sebanyak 19 permohonan; kedua, terkait dalil 
Netralitas Penyelenggara Pilkada merupakan 
dalil terbanyak kedua yakni sebanyak 16 
permohonan; ketiga, terdapat 6 permohonan 
yang diajukan dikarenakan terkait Pengurangan 
Suara.  

Lalu yang keempat adalah dalil permohonan 
terkait terjadinya Politik Uang sebanyak 6 
permohonan, kelima terkait dalil permohonan 
yang menyatakan adanya Kesalahan 
Penghitungan Suara sebanyak 3 permohonan, 
keenam, terkait Syarat Pencalonan sebanyak 2 
permohonan, lalu yang terkakhir ketujuh, 
terkait dengan terjadinya politisasi birokrasi 
sebanyak 1 permohonan. 

Terkait dengan kesalahan penghitungan 
suara, terjadi dengan berbagai macam bentuk 
kesalahan penghitungan suara yang didalilkan 
oleh para pemohon salah satunya mengenai 
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kesalahan terjadi perbedaan jumlah data 
pemilih antara rekapitulasi yang dilakukan KPU 
dan formulir C1-KWK. Adapun sebaran daerah-
daerah yang mengajukan permohonan dengan 
dalil permohonan telah terjadinya kesalahan 
penghitungan suara seperti yang telah terjadi 
terhadap pemilihan di Kabupaten Intan Jaya.14 

Terkait amar putusan terhadap daerah Kab. 
Intan Jaya dengan putusan untuk melakukan 
Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan, hal 
ini dikarenakan bahwa terdapat surat suara dari 
7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan 
rekapitulasi hasil penghitungan suara 
dikarenakan rapat pleno terbuka untuk 
melakukan rekapitulasi penghitungan suara 
tersebut terpaksa dihentikan, Mahkamah 
dalam pertimbangan hukum menyatakan 
bahwa rekapitulasi yang dilakukan di 
Kabupaten Intan Jaya masih menyisakan 
permasalahan sehingga tidak menghadirkan 
kepastian hukum dan tertundanya penerbitan 
Surat Keputusan (SK) mengenai rekapitulasi 
hasil penghitungan suara. 

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah 
Konstitusi menyatakan belum adanya 
keputusan KPU Kab. Intan Jaya mengenai 
penetapan rekapitulasi hasil penghitungan 
perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan 
wakil bupati intan jaya tahun 2017 sehingga 
belum terdapat objek sengketa, dan diperlukan 
rekapitulasi penghitungan suara lanjutan di 7 
TPS pada 2 distrik. Hasil rekap tersebut 
digabungkan dengan perolehan suara yang ada 
dan baru kemudian diterbitkan SK 
Rekapitulasnya. SK rekapitulasi ini nantinya 
dapat dijadikan objek permohonan baru ke 
Mahkamah Konstitusi apabila ada pihak atau 
pasangan calon yang merasa dirugikan.15 

Jika dilihat selisih hasil Pilkada yang 
ditetapkan oleh KPU setempat, ambang batas 
selisih suara yang disyaratkan oleh Pasal 158 
Kemudian dalam pengisian jabatan 
pemerintahan di daerah, diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak terpenuhi. 
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat 
perintah untuk melaksanakan rekapituliasi 
suara lanjutan di 7 TPS yang belum 
dilaksanakan di Kabupaten Intan Jaya yang 
selanjutnya digabungkan dengan perolehan 
suara yang sudah ada.  
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Namun putusan terkait Kabupaten Intan 
Jaya ini dapat dikatakan sebagai anomali dari 
putusan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut 
dikarenakan dalam Pertimbangan Hukum 
nomor [3.6] Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan perlu dilakukan Rekapitulasi Suara 
Lanjutan terhadap 7 TPS yang belum dilakukan 
penghitungan yang selanjutnya perolehan 
suara tersebut digabungkan dengan perolehan 
suara yang sudah ada, lalu setelah itu 
dikeluarkan Surat Keputusan mengenai 
Rekapitulasi Penghitungan Suara dan 
Penetapan Paslon Terpilih oleh 41 KPU Kab. 
Intan Jaya, tetapi Mahkamah Konstitusi 
menyatakan bahwa Surat Keputusan hasil dari 
rekapitulasi suara lanjutan tersebut dapat 
dijadikan objek permohonan baru ke 
Mahkamah Konstitusi.  

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 
Intan Jaya yang dimohonkan Pasangan Calon 
Bartolomius Mirip dan Deny Miagoni, KPU 
belum sempat menghitung surat suara di 7 TPS 
karena adanya intimidasi, ancaman, 
penganiayaan serta kerusuhan antarpendukung 
paslon. Semula penghitungan akan dilanjutkan 
di Jakarta di bawah supervisi KPU dan Bawaslu, 
namun karena salah satu paslon tersebut telah 
mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi 
sebelum penghitungan dilanjutkan, maka 
rekapitulasi tidak dilanjutkan. Dikarenakan ada 
keadaan luar biasa (force majeur) tersebut, 
Mahkamah Konstitusi memutuskan agar 
penghitungan suara kembali dilanjutkan selama 
14 hari kerja untuk dituangkan ke dalam surat 
keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya tentang 
rekapitulasi hasil penghitungan suara. 

Menjadi anomali ketika melihat ketentuan 
pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 yang 
menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi 
mengadili perkara pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final, namun 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait 
perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya 
tersebut, Mahakamah memberikan ruang lagi 
bagi para pihak (pasangan calon bupati dan 
wakil bupati Kab. Intan Jaya) untuk mengajukan 
permohonan kembali mengenai Surat 
Keputusan KPU Kab. Intan Jaya yang 
merupakan hasil dari Rekapitulasi Suara 
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Lanjutan atas perintah dari Putusan Mahkamah 
Konstitusi itu sendiri.16 

Dalam persidangan tersebut, Pemohon juga 
mendalilkan formulir dan sertifikat yang 
digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Intan Jaya 2017 bertentangan dengan 
prinsip Mahkamah Konstitusi (MK) 
memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi 
penghitungan suara lanjutan dalam Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 
2017. Hal tersebut diungkapkan dalam sidang 
pengucapan Putusan Nomor 50/ PHP.BUP-
XV/2017 pada Senin (3/4) di Ruang Sidang 
Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi.  

Menurut Mahkamah Konstitusi, belum ada 
Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya tentang 
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Intan Jaya 2017 yang bersifat 
definitif. Oleh karena itu, belum terdapat objek 
sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 
157 ayat (4) Kemudian dalam pengisian jabatan 
pemerintahan di daerah, diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10/2016.17 

Dalam putusan nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 
yang dimohonkan oleh Pasangan Calon nomor 
urut 3 yaitu Natalis Tabuni, S.S., M.Si dan Yann 
Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div sebagaimana 
telah dikabulkan permohonannya oleh 
Mahkamah Konstitusi sejak Selasa, 23 Mei 2017 
mengadili bahwa menetapkan bahwa adanya 
rekapitulasi ulang untuk 7 (tujuh) TPS yang 
selanjutnya digabungkan dengan hasil 
Penghitungan Ulang yang dilakukan oleh 
Mahkamah terhadap seluruh TPS yang tidak 
diperintahkan untuk dilakukan pemungutan 
suara ulang. Kemudian pada amar putusan 
pada Selasa, 29 Agustus 2017 ditetapkannya 
hasil perolehan perhitungan suara yang benar 
dari masing-masing pasangan calon dalam 
pemungutan suara ulang yang menghasilkan 
Pasangan Calon nomor urut 3 memperoleh 
hasil suara terbanyak dari Pemilihan Kepala 
Daerah 2017.18 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang 
menaungi sengketa Pemilihan Kepala Daerah 
dinilai belum efektif dalam implementasinya, 
karena mengingat polemik sebelumnya 

                                                           
16

 Ibid, hlm. 40-41 
17

 https://www.mahkamahkonstitusi.go.id, hlm. 30 
18

 Putusan Nomor 54//PHP.BUP-XV/2017 

permasalahan waktu penyelesaian sengketa 
termaksud menjadi permasalahan yang 
menyinggung asas demokrasi di Indonesia, 
banyaknya permohonan sengketa Kepala 
Daerah dari berbagai tempat menghasilkan 
pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah 
tidak ideal lagi sebagai lembaga penyelesaian 
sengketa Pemilu dilihat dari perspektif 
kebutuhan Kepemiluan, berdasarkan ketentuan 
Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
saat ini. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  

1. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di 
Indonesia yakni sebagai pengawal 
konstitusi  (the guardian of the 
constitution) dan penafsir konstitusi (the 
sole interpreter of the constitution) 
menuju negara hukum yang demokratis 
sangatlah penting. Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk 
memutuskan perselisihan tentang 
pemilihan umum, terdapat beberapa 
ayat yang membahas mengenai sampai 
dimana kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dalam penyelesaian sengketa 
Pemilihan Umum Kepala Daerah yang 
telah termuat dalam Pasal 157 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016  tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota yang menjadi dasar hukum 
wewenang Mahkamah Konstitusi dalam 
penyelesaian sengketa hasil Pemilukada 
di Indonesia. 

2. Dalam menangani sengketa Pemilukada, 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 
yang menaungi dan mengadili tahap 
pertama dan tahap akhir dinilai belum 
efektif. Bercermin dari sengketa 
Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten 
Irian Jaya, Papua dalam implementasinya 
sengketa yang dimohonkan berawal dari 
23 Mei 2017 telah dikabulkan oleh 
Mahkamah Konstitusi untuk 
disengketakan yang merupakan salah 
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satu tugas, fungsi, dan wewenangnya 
sebagai lembaga penyelesaian 
perselisihan Pilkada, dan selesai (ein 
vonis) pada tanggal 29 Agustus 2017 
dinilai terlalu lama, padahal idealnya 
menurut peraturan perundang-undangan 
hanya 45 (empat puluh lima) hari kerja, 
sebagaimana menurut Peraturan 
Peraturan Perundang-undangan yang 
baru Pada Pasal 157 ayat (8) Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2016 
sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
Walikota dan Wakil Walikota. 

 
B. Saran  

1. Peraturan yang mengatur mengenai 
mekanisme dan tata cara dalam 
mengadili penyelesaian perselisihan 
sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dinilai sudah ideal tinggal lebih 
lagi berpedoman kepada regulasi 
undang-undang yang ada, karena 
mengenai mekanisme penyelesaian 
sengketa pemilu oleh lembaga yang 
menaungi sengketa kepemiluan dianggap 
tidak berpedoman berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

2. Efektifitas dari Mahkamah Konstitusi 
sebagai lembaga yang menaungi 
sengketa Pemilihan Kepala Daerah dinilai 
belum efektif dalam implementasinya 
terkait waktu penyelesaian sengketa 
menjadi permasalahan yang 
menyinggung asas demokrasi di 
Indonesia, banyaknya permohonan 
sengketa Kepala Daerah dari berbagai 
tempat menghasilkan pandangan bahwa 
Mahkamah Konstitusi sudah tidak ideal 
lagi dan harus adanya badan peradilan 
yang khusus menangani perselisihan 
sengketa pemilihan umum yang 
dikuatkan dari beberapa ahli demi 
kebutuhan Kepemiluan, berdasarkan 
ketentuan Perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia saat ini.  
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